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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
5.1.1 Simpulan Umum 
Secara umum, pendidikan politik yang merupakan bagian dari fungsi partai 
politik telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang selayaknya harus 
diterapkan secara ideal kepada seluruh kader. Adapun muatan yang mendasar dari 
penerapan pendidikan politik sendiri, sepatutnya mempertimbangkan nilai-nilai 
moralitas yang dewasa ini mulai tergerus oleh hasrat kekuasaan semata. 
Disamping itu, pendidikan politik tidak hanya akan membawa para kader politik 
khususnya dan masyarakat pada umumnya pada sebuah capaian-capaian yang 
secara politis disebut kekuasaan, melainkan juga pada pemahaman masyarakat 
kepada politik, yang ini merujuk pada peningkatan intelektual masyarakat, 
perbaikan pada sikap-sikap politik baik secara teori maupun praktis. 
Pengintegrasian nilai pendidikan politik beserta kajian yang merupakan 
bagian darinya, tidak dapat dilihat secara terpisah. Jika tidak, maka hal ini akan 
mengakibatkan pada perpecahan isu yang sebenarnya menjadi kesatuan dari objek 
kajian politik itu sendiri, seperti masalah korupsi. Upaya mengintegrasikan 
pendidikan politik dan pendidikan anti korupsi oleh DPW PKS Jawa Barat telah 
melalui sinkronisasi nilai yang juga melibatkan pendidikan keimanan dan 
ketaqwaan didalamnya. Lebih lanjut, bahwa persepsi yang menjadi bagian dari 
pemahaman, telah tertanam di benak para kader politik partai ini, juga dipengaruhi 
oleh proses politik yang mendorongnya untuk bersikap, berpikir dan berprilaku. 
Hal ini terpolakan karena proses-proses pendidikan politik yang memuat berbagai 
kajian di dalamnya, telah berubah dari sekedar gagasan kepada pelaksanaan yang 
secara hakikat telah diyakini kebenarannya. 
Abstraksi dari penerapan pendidikan politik dan pendidikan anti korupsi 
dapat ditinjau dari bagaimana partai politik mengangkat kedua jenis pendidikan 
ini menjadi bagian penting pada dua aspek, yaitu pada aspek pendidikan dan 
moralitas. Pada aspek pendidikan, keduanya diajarkan untuk menjawab segala 
tantangan akan kompetensi seorang kader atau masyarakat umum terhadap politik, 
yang padanya telah tertanam bagaimana caranya berpolitik yang sesuai dengan 
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harapan. Dari aspek moralitas, keduanya dianggap sebagai proses yang punya 
potensi untuk mentranformasikan nilai-nilai moral pada teori dan praktisnya 
politik selama di lapangan. Hal ini merujuk pada konsepsi politik yang 
menjunjung tinggi nilai dan norma, bukan pada bagian politik yang 
menempatkannya sebagai bahan kajian saja, melainkan pada dampak perubahan 
perilaku masyarakat yang menilai bahwa setiap praktik politik seharusnya 
mempertimbangkan nilai-nilai moralitas. Apabila kedua aspek tersebut telah 
menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan politik termasuk 
pendidikan anti korupsi, maka yang terjadi ialah adanya sebuah paradigma yang 
secara teori dikatakan sebagai esensi tertinggi dari pemikiran terhadap sesuatu dan 
esensi tertinggi dari perubahan pola tindak terhadap sesuatu. Ini menjadi modal 
dalam upaya partai politik untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. 
Penerapan pendidikan politik yang terintegrasi dengan pendidikan 
antikorupsi di DPW PKS menunjukkan bahwa, bagian terpenting dari keduanya 
ialah merujuk pada tujuan partai ini yang berupaya untuk menciptakan wadah 
yang bersih dan profesional untuk masyarakat. Adapun cara yang dilakukan lebih 
banyak pada agenda-agenda yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. 
Tujuan mengintergrasikan pendidikan politik yang di dalamnya memuat 
pendidikan anti korupsi menjadi begitu nyata untuk dapat dilihat secara utuh, 
sebagai upaya dalam menolak fenomena korupsi yang akan mengganggu proses-
proses perbaikan dalam sistem politik. Maka dari itu, pencegahan ini dilakukan 
sejak dini, melibatkan agama yang menjadi penengah dari berbagai persoalan 
yang menimpa individu maupun kelompok masyarakat secara umum. 
Kendala utama yang mengakibatkan stagnansi pada pembangunan dan 
proses politik ideal ialah korupsi. Ia menjadi momok bagi para politisi maupun 
masyarakat yang secara sepihak dikatakan sebagai masalah, namun eksistensinya 
perilaku ini masih populer, karena dapat memberikan keuntungan baik kepada 
pribadi maupun kelompok. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk 
menempatkan isu ini menjadi hilang secara perlahan ialah dengan menelusuri 
masalah ini pada akar penyebabnya, mengidentifikasi indikasi-indikasi yang akan 
terjadi, serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini, baik secara politis, 
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hukum, agama, dan sosiologis. Adapun penyelesaian terhadap persoalan ini juga 
harus ditempuh melalui strategi-strategi politik, hukum, agama dan sosiologis. 
Dari sudut pandang diatas, maka partai politik ditempatkan sebagai lembaga 
yang berwenang dalam mengelola anggota dan masyarakat pada aspek politis. 
Strategi-strategi yang diambil juga harus termuat dalam kegiatan-kegiatan politik. 
Sebagai contoh dalam penerapan pendidikan politik, pembiasaan dalam kegiatan 
politik internal, dan pengelolaan partai politik yang berbasis pada nilai-nilai 
antikorupsi. Lebih lanjut bahwa aspek hukum, agama dan sosiologi tidak boleh 
diabaikan, karena berdirinya politik juga tidak dapat dipisahkan dari bentukan 
kajian-kajian yang berhubungan dengan aspek hukum, agama dan sosiologis. 
Strategi yang diambil PKS dalam pencegahan korupsi dapat kita tinjau dari 
perwujudan platform kepartaian dari sudut pelaksanaan. Dalam hal ini DPW PKS 
sebagai unit pelaksana di daerah Jawa Barat menjadikan arah kebijakan dakwah 
dalam pemberdayaan kader sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita 
kepartaian. Bagi PKS ini dapat menjadi bekal yang mendatangkan kemaslahatan 
bagi umat secara umum dan kemaslahatan pribadi yang telah berjuang 
mewujudkan sistem politik yang baik, berasakan pada ajaran agama islam. 
Khususnya dalam menerapkan nilai antikorupsi, maka DPW PKS Jawa Barat 
mengambil jalan yang tegas secara organisasi untuk mendukung adanya 
transparansi dan pengelolaan kepartaian yang bebas dari kegiatan politik uang. 
Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat dalam 
pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan kader dapat kita tinjau dari 
bagaimana partai menempatkan dirinya, sebagai lembaga yang punya wewenang 
untuk membatasi dan memberikan ruang politik terhadap seseorang. Hal ini 
berlandaskan pada rujukan bersama, dimana keterlibatan partai juga dinilai 
sebagai bentuk sikap para kader, yang mendukungnya secara politis terhadap 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Lebih lanjut bahwa penerimaan kader 
terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai politik ialah melalui 
mekanisme yang telah diatur dalam AD/ADRT PKS, dan dilaksanakannya secara 
bijak dan konsisten. 
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5.1.2 Simpulan Khusus 
1. Persepsi DPW PKS Jawa Barat terhadap pendidikan politik dan 
pendidikan anti korupsi merujuk pada anggapan bahwa kedua jenis 
pendidikan tersebut secara mutlak harus terintegrasi. Hal ini dapat ditinjau 
dari dua aspek yaitu kepentingan dan fungsi. Pertama, aspek kepentingan 
dari pengintegrasian pendidikan politik dan anti korupsi ialah pada konsep 
dan praktik korupsi yang sebenarnya merupakan bagian dari proses-proses 
politik. Hal ini yang membuat, mengapa solusi dalam penyelesaian korupsi 
melalui pendidikan politik sudah tepat, agar pemahaman tentang konsep 
politik itu menjadi ideal dan berimbang. Kedua, aspek fungsi dari 
pengintegrasian pendidikan politik dan anti korupsi. Kedua jenis 
pendidikan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi 
partai politik sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi dan pendidikan 
politik bagi kader politik dan masyarakat. 
2. Penerapan pendidikan politik di DPW PKS Jawa Barat dalam upaya 
pencegahan korupsi dinilai telah memenuhi syarat kepartaian secara 
internal. Hal ini dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu aspek platform dan 
arah pemberdayaan SDM dan AD/ART PKS. Adapun rujukan tersebut 
terimplementasi pada kegiatan-kegiatan yang berasaskan pada nilai-nilai 
keislaman, dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. 
3. Strategi DPW PKS Jawa Barat dalam pencegahan korupsi senantiasa 
menitikberatkan pada prinsip dakwah yaitu amar ma’ruf nahi munkar. 
Strategi ini termuat dalam kegiatan-kegiatan berikut: Pertama, tarbiyah 
(pendidikan); Kedua, tanmawiyah (pengembangan); Ketiga, tafi’liyah 
(optimalisasi) yang dilakukan secara terstruktur.  Adapun upaya-upaya 
tersebut merupakan upaya strategis yang dilakukan sebagai bentuk 
persuasif, detektif dan represif dalam mencegah tindak pidana korupsi 
pada kader. 
4. Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan DPW PKS Jawa Barat dalam 
upaya pencegahan korupsi, termuat dalam kegiatan-kegiatan berikut: 
Pertama, kegiatan rekrutmen; Kedua, kegiatan kaderisasi; Ketiga kegiatan 
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tindak lanjut. Ketiga jenis intervensi tersebut menempatkan partai sebagai 
lembaga politik yang punya wewenang untuk memberikan atau membatasi 
ruang politik kader. Hal ini merujuk pada batas-batas yang dianggap partai 
sebagai upaya yang dapat meningkatkan elektabilitas yaitu mencegah 
keterlibatan kader terhadap korupsi dan menghindari ruang-ruang politik 
yang menurunkan elektabilitasnya yaitu keterlibatan kader pada kasus 
korupsi. 
 
5.2 Implikasi 
Penelitian tentang strategi partai politik dalam upaya mencegah korupsi  di 
DPW PKS Jawa Barat telah memberikan pemahaman kepada kita tentang 
bagaimana sebuah partai politik dalam berkegiatan secara politik. Proses-proses 
politik yang dijalankan oleh partai membuatnya harus menjadi organisasi yang 
secara prinsip dan kewenangan harus kuat dan konsisten, khususnya dalam 
pencegahan korupsi. Kita menemukan beberapa sudut pandang dalam melihat 
persoalan korupsi dalam proses-proses politik yang berlangsung, baik di internal 
partai maupun di eksternal partai politik. Hal ini membuktikan bahwa, dinamika 
politik kepartaian memang tidak lepas dari godaan-godaan yang disimbolkan 
melalui kegiatan politik uang. Maka dari itu partai politik seharusnya menjadi 
wadah untuk terus berupaya mewujudkan proses politik yang sehat dan 
terintegrasi dengan nilai-nilai anti korupsi. Upaya ini dilakukan bukan semata-
mata untuk meraih kekuasaan, melainkan pada perbaikan sistem politik yang 
terindikasi pada nilai-nilai yang telah melanggar keluhuran nilai secara politik, 
hukum, agama, dan sosial. 
Penerapan Pendidikan politik terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi 
yang berasaskan pada nilai-nilai agama dan hukum dapat menjadi solusi terhadap 
berbagai persoalan politik dalam kehidupan bernegara. Disamping itu, tuntutat 
terhadap idelanya proses dan sistem politik di suatu negara tidak hanya menjadi 
tanggung jawab partai politik saja, melainkan juga pada seluruh warga negara. Hal 
ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan warga negara secara individu dan 
kelompok merupakan bagian dari penciptaan iklim politik yang sehat. Partai 
politik menjadi wadah untuk membentuk warga negara yang baik, sedangkan 
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warga negara ialah personal yang punya hak untuk berpolitik, tinggal lagi apakah 
ia dapat menjadikan politik sebagai ruang pengabdiannya, atau hanya untuk 
mengambil keuntungan pribadinya. 
 
5.3 Rekomendasi 
5.3.1 Bagi Partai Politik 
a. Sebagai lembaga politik resmi, partai politik harus berkonsentrasi pada 
perbaikan sistem politik, hal ini sebagai akibat dari buruknya proses politik 
dan pendidikan politik kepartaian. Hal ini akan menjadi barometer dalam 
mengukur baik tidaknya kepekaan partai politik dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan publik. Rekomendasi ini dirasa dapat menjadi solusi, 
yang meskipun bahwa ini bukan hanya tanggung jawab partai politik 
semata, namun secara internal partai politik punya kedudukan yang  sangat 
strategis secara tugas dan fungsinya. Perbaikan secara eksternal juga 
memuat keterlibtan regulasi pemerintah dan pengawasan masyarakat. 
Andai perbaikan itu di lakukan, maka dampak yang diperoleh hakikatnya 
bukan hanya dapat menjadi kekuatan bagi partai politik, melainkan juga 
kondisi politik yang sehat dalam masyarakat, dan sistem politik pada 
umumnya.  
b. Dilakukannya perbaikan dalam pengelolaan partai politik yang bebas 
praktik korupsi, hal ini menjadi modal dalam mengelola kader politik yang 
punya integritas. Pergerakan politik kepartaian yang sehat setidaknya akan 
jadi modal yang utama untuk membangun sistem politik yang sehat. Hal 
ini, memperhatikan beberapa indikasi yang terjadi berkaitan dengan proses 
politik internal yang buruk sangat memungkinkan adanya berbagai 
persoalan politik setelahnya. 
c. Pemantapan dalam penerapan pendidikan politik dan pendidikan anti 
korupsi yang terintegrasi. Dikotomi antar dua jenis pendidikan ini telah 
menjadi momok yang akhirnya menggagalkan prinsip-prinsip partai 
politik, yang dibangun dengan nilai-nilai anti korupsi tumbuh dalam proses 
politik. Maka dari itu, pemantapan dalam proses pendidikan politik dan 
anti korupsi yang integrasi, akan memberikan pengetahuan dan 
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mempersiapkan kompetensi bagi kader politik dalam pelaksanaan politik 
demokrasi yang sehat dan bebas dari tindak pidana korupsi. 
d. Perbaikan dalam upaya rekrutmen, kaderisasi, tindak lanjut partai politik 
terhadap kader politik. Hal ini merujuk pada bagaimana persoalan-
persoalan internal partai dimulai dari rusaknya proses rekrutmen, 
kaderisasi dan tindak lanjut partai politik terhadap kadernya. Akibat dari 
persoalan tersebut ialah rendahnya selektifitas, ketidakjelasan pada proses 
politik kepartaian, partai politik tidak lagi dijadikan sebagai lembaga 
pendidikan politik melainkan hanya sebagai motor kepentingan pribadi. 
e. Transparansi terhadap manajemen partai politik. Hal ini dianggap sebagai 
kasus penyalahgunaan kewenangan para petinggi partai politik. Akibatnya 
ialah memunculkan perilaku tidak fair dalam pengelolaan partai politik, 
menjadikan kepentingan tertentu menjadi landasan dalam pengelolaan 
kepartaian. 
 
5.3.2 Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
a. Memberikan pendanaan yang maksimal terhadap penerapan pendidikan 
politik partai. Hal ini akan mendukung proses politik yang sehat, yang 
selama ini masih menjadi persoalan. Mengingat partai politik terbatas 
secara pembiayaan dan tidak boleh menerima uang dari unsur-unsur yang 
tidak diatur dalam Undang-undang. 
b. Melaksanakan sosialisasi terhadap pendidikan anti korupsi yang berkala. 
Hal ini akan memungkinkan partai politik untuk terlibat dalam proses 
pendidikan, yang nantinya akan menjadi modal untuk diterapkannya 
proses politik internal maupun proses politik secara umum. 
c. Menyusun kurikulum dasar untuk pendidikan korupsi dan pendidikan 
politik berbasis partai politik. Hal ini akan menjadi sebuah patron dalam 
mendukung pemberantasan korupsi. Lebih lanjut bahwa kurikulum dasar 
ini harus menjadi perbaikan dalam manajemen sistem politik dan 
pemerintahan.  
d. Melakukan pengawasan terhadap penerapan pendidikan politik dan 
pendidikan anti korupsi. Kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini 
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sebagai akibat dari lemahnya peran pengawasan dalam pendidikan politik 
dan penerapan nilai anti korupsi dalam tubuh partai politik. Akibatnya 
ialah pengelolaan kepartaian yang tidak sehat dan tidak transparan. 
e. Menetapkan target penyelesaian masalah korupsi dalam sistem politik. 
Rekomendasi ini harus menjadi konsentrasi penuh bagi pemerintah, yang 
tampaknya belum jelas dalam memutuskan mata rantai kasus korupsi yang 
marak terjadi.  
f. Membuat regulasi untuk penyelesaian masalah korupsi yang belum 
terselesaikan. Tindak lanjut dari berbagai kasus korupsi yang telah 
menjerat para pejabat, menuntut pemerintah untuk konsisten dalam 
penyelesaian kasus tersebut, khususnya dalam persoalan hukum. Jangan 
sampai, indikasi perilaku korup yang melibatkan seseorang hanya berhenti 
pada status hukumnya ia sebagai tersangka, lantas kasusnya tidak 
berlanjut. 
g. Memastikan pelaksanaan proses politik yang sehat melalui lembaga negara 
yang berwenang. Koordinasi yang tepat dilakukan oleh pemerintah 
bersama lembaga negara lainnya seperti Lembaga Legislatif dan Yudikatif 
akan menjadi jalan keluar untuk menggiring adanya perbaikan dalam 
proses politik yang jujur dan bersih. 
 
5.3.3 Bagi Akademisi Pendidikan Kewarganegaraan 
a. Mengembangkan proses pembelajaran politik berbasis pada teori dan 
praktis. Terbatasnya ruang pembelajaran politik secara teori dan praktis, 
akan membuat intelektualitas politik menjadi tidak utuh. Seperti ada yang 
tidak sempurna secara konsep dan praktis dalam pembelajaran politik. 
Akibatnya ialah ketidaksiapan secara mental dan ideologis seseorang 
dalam menyikapi persoalan-persoalan politik.  
b. Melakukan pengembangan kajian terhadap isu-isu politik terkini. 
Pembaharuan terhadap kajian pendidikan yang berbasis pada isu-isu 
terkini, akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi, 
khususnya kompetensi dalam pemecahan masalah warga negara.   
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c. Mendorong adanya perbaikan terhadap sistem pendidikan yang berbasis 
nilai-nilai politik yang luhur. Esensi dari pendidikan ialah transformasi 
nilai. Memetakan nilai-nilai keluhuran dalam politik, akan mendorong 
adanya perbaikan dalam sistem politik generasi muda. 
d. Melakukan penguatan terhadap nilai pencegahan korupsi dalam sistem 
pendidikan nasional. Memadukan pengetahuan dan nilai dalam pendidikan 
nasional ialah bagian dari proses pendidikan yang tidak hanya bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan, melainkan juga terhadap pada perbaikan 
mental dan sikap, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. 
 
5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Melakukan kajian lanjutan tentang kurikuler dalam hal pengintegrasian 
pendidikan politik dan pendidikan anti korupsi. Hal ini sebagai bentuk 
bantuan akademis, yang memudahkan dalam hal pembelajaran politik 
yang terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi. Kajian ini akan menjadi 
rujukan untuk pemecahan masalah yang hinggap dalam isu pendidikan 
politik dan penerapan nilai anti korupsi secara keberlanjutan. 
b. Melakukan kajian mendalam tentang strategi partai politik dalam 
pencegahan korupsi di semua partai politik. Upaya yang merujuk pada 
perbaikan sistem politik salah satunya ialah dengan cara melakukan kajian 
isu secara mendalam terhadap semua subjek dari isu tersebut. Dalam 
masalah korupsi, maka sudah selayaknya peneliti selanjutnya untuk 
melakukan kajian mendalam, yang kemudian data terkumpul dapat 
menjadi bahan analisis strategi politik kepartaian dalam penyelesaian 
masalah-masalah korupsi di indonesia. 
c. Melakukan kajian evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik dan 
penerapan nilai antikorupsi yang ada di Partai Politik. Analisis 
pelaksanaan pendidikan politik tidak akan menjadi baik, bila melewatkan 
proses evaluasi yang benar dan akademis. Dalam kajian ini nantinya akan 
didapati berbagai persoalan yang masih menjadi kendala partai politik 
dalam urusan pelaksanaan pendidikan politik sekaligus upaya menerapkan 
pendidikan antikorupsi. 
